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Ruang, dan Pembinaan Kantor Pertanahan Kota Surakarta, pada tanggal 

17 November 2023. 

Wawancara dengan Wulantendra Dewayani Selaku Kepala Bidang Penetapan 

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, pada tanggal 10 November 

2023. 

Tantangan Sistem Self-Assessment dalam Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
serta
Dampaknya bagi Proses Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan karena Jual Beli di Kota
Surakarta
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